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ABSTRAK 

Siti Khoiriyah, 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah di Kabupaten 

Situbondo 

Pada dasarnya permasalahan sampah merupakan permasalahan sentral di 

setiap daerah. Termasuk di dalamnya Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, 

pemerintah Kabupaten Situbondo membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam permasalahan sampah 

di Kabupaten Situbondo. Bentuk dari implementasi peraturan daerah tersebut 

pemerintah daerah membuat program sapo sadhisa untuk menangani masalah 

sampah di desa, disebabkaan produsen sampah yang mendominasi berupa sampah 

yang dihasilkan oleh rumah tangga atau permukiman. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah? 2) Apakah pelaksanaan program sapo sadhisa sudah 

berimplikasi terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo?  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan implementasi 

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten 

Situbondo. 2) Untuk menganalisis implikasi adanya Program sapo 

sadhisaterhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo. 

Jenis Penelitian dalam skripsi ini yuridis empiris dengan menggunakan 

pendeketan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 

menggunakan triagulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah telah melakukan berbagai upaya, 

seperti adanya peraturan persampahan, sosialisasi, dan membuat berbagai 

program pengelolaan sampah. salah satunya membuat program sapo sadhisa 

(sampah porna sampai dhisa) yang bertujuan untuk membersihkan sampah 

sampai di desa. 

Adapun kesimpulan yang didapatkan meliputi: 1. Dalam pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah, Pemerintah Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah dengan dilaksanakannya berbagai 

inovasi, seperti mengadakan sosialisasi, membuat produk hukum, dan inovasi 

program pelayanan pengelolaan sampah berupa sapo sadhisa 2. Dalam proses 

pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah dalam hal ini program sapo sadhisa telah berimplikasi 

dengan baik dengan dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah. 

Namun, belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya pengelolaan sampah dilihat dari masih ada warga yang tidak 

peduli terhadap pengelolaan sampah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki populasi 

terbesar sekitar 220 juta orang, dan tingkat ekspansi tahunan sebesar 1,2%. 

Meningkatkannya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan jumlah sampah 

yang menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi pemerintah.
1
 Saat ini

permasalahan sampah menjadi persoalan yang krusial. Oleh karena itu perlu 

adanya perhatian khusus dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. 

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah di Indonesia dengan baik dan 

berwawasan lingkungan.
2

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membantu 

menyelenggrakan urusan pemerintahan. Hal itu sesuai dengan isi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 

ayat (6) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Dalam hal ini maka daerah otonom mempunyai hak, 

wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

1Cristia Meidiana, “Development of Waste Management Practices in Indonesia” 

European Journal of Scientific Research, Vol. 40 No.2, 2010: 5 

http://www.eurojurnals.com/ejsr.htm. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. https://jdih.kemenparekraf.go.id.  

http://www.eurojurnals.com/ejsr.htm
https://jdih.kemenparekraf.go.id/
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Daerah semakin dituntut untuk menyelengarakan pemerintahannya sendiri 

dengan harapan dapat lebih gencar meningkatkan kesejahteraan di 

masyarakat.
3
  

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah otonom dapat 

mewujudkan sebuah produk politik bernama kebijakan. Kebijakan merupakan  

langkah atau upaya yang diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah 

guna dapat menyelasaikan masalah masalah publik (publik issue) yang terdapat 

di lingkungan masyarakat. Termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan 

masyarakat secara umum, salah satunya yaitu permasalahan sampah.
4
 

Sejak dulu, permasalahan sampah di Indonesia telah mendapat 

perhatian di kancah internasional. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh 

sampah yang memenuhi lautan di Indonesia. Dimana laut merupakan aset 

sumber daya alam yang cukup besar terhadap keberlangsungan kehidupan 

makhluk hidup, yang didalamnya banyak sumber daya alam hayati yang dapat 

di manfaatkan oleh manusia. Akan tetapi saat ini lautan Indonesia sudah 

banyak tercemar oleh sampah.  

Terdapat Fakta yang mengejutkan bahwa Indonesia saat ini menjadi 

penyumbang sampah plastik di laut nomor dua setelah Negara China. Isu 

tersebut saat ini ramai dibicarakan di berbagai negara dan telah menjadi isu 

Internasional, berdasarkan data dari Badan PBB untuk program lingkungan 

                                                           
3 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6).  
4 Rd. Muhammad Rizki Mukti Febiana, “Implementasi peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Vol. 3, (2019): 115. https://www.ejournal.unibba.ac.id.  

https://www.ejournal.unibba.ac.id/
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yaitu United Nations Environment Programme (UNEP), sebab Indonesia 

menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah China dikarenkan 

sampah yang dihasilkan oleh Negara Indonesia sebanyak 3,2 juta ton yang 

dibuang kelaut, sedangkan China merupakan jumlah terbesar dengan  jumlah 

mencapai 8,8 juta ton yang dibuang ke laut, dari data tersebut Indonesia 

menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah Negara China.
5
 Salah 

satu faktor penyebab Indonesia menjadi penyumbangan sampah ke laut 

terbanyak kedua setelah China disebabkan oleh pembuangan sampah dari 

daerah hulu ke daerah hilir sehingga membawa tumpukan sampah sampai ke 

laut. 

Menurut statistik oleh Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah 

setiap tahunnya, dengan mayoritas terdiri dari sampah plastik.
6
 Berdasarkan 

informasi dari KLHK, pada periode 2019 hingga 2021, jumlah keseluruhan 

sampah di Indonesia tercatat sebesar 29,14 juta ton pada tahun 2019. Pada 

tahun 2020, jumlah sampah meningkat sebesar 12,63% dibandingkan tahun 

sebelumnya, mencapai 32,82 juta ton. Namun, pada tahun 2021, jumlah 

sampah yang dihasilkan menurun menjadi 21,88 juta ton, berbeda dengan 

kondisi pada tahun 2020.
7
 

                                                           
5Victoria Kristiana Ananingsih, Ignatius Novianto Hariwibowo, Generasi Milenial Cinta 

Lingkungan, 2021 (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata). 37 
6Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini, “Pengaruh Kampanye #PantangPlastik 

terhadap sikap ramah Lingkungan,” Jurnal Komunika Vol. 9 No. 1 (Juni 2020): 41 

https://jurnalkominfo.ac.id.   
7Data Indonesia, diakes pada 27 Oktober, 2022, https://dataindonesia.id.  

https://jurnalkominfo.ac.id/
https://dataindonesia.id/
https://dataindonesia.id/
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Dalam hal penanganan sampah, pemerintah telah mengeluarkan 

beberapa peraturan yang berhubungan langsung dalam pengelolaan sampah. 

Persampahan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana kebiijakan dan strategi nasional 

pengembangan sistem pengelolaan persampahan digunakan sebagai pedoman 

untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan 

persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah  

sesuai dengan kondisi daerah setempat. Dalam menangani masalah sampah, 

Pemerintah masih terbatas. Sampah yang tidak terkelola dengan baik 

merupakan salah satu penyebab semakin meningkatnya pencemaran 

lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatnya 

potensi banjir.
8
   

Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo sendiri juga telah 

mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan sampah, yang pertama 

peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, 

kemudian diterbitkan Perturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang 

Kebijakan Dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan demikian Pemerintah 

Daerah Situbondo sudah mengupayakan pengelolaan sampah. Untuk 

mengetahui  jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Situbondo sejak tiga 

tahun terakhir pada tahun 2020-2022 dengan hasil sebagai berikut: pada tahun 

2020 diperoleh target timbulan sampah mencapai 94,655.76 ton/tahun, capaian 

                                                           
8 Rd. Muhammad Rizki Mukti Febiana, “Implementasi peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Vol. 3, (2019): 116. https://www.ejournal.unibba.ac.id.  

https://www.ejournal.unibba.ac.id/
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pengurangan 17,784.06 ton/tahun, serta capaian penanganan 67,734.88 

ton/tahun. Pada tahun 2021 diperoleh timbulan sampah 93, 865.59 ton/tahun, 

capaian pengurangan 16,205.93 ton/tahun, serta capaian penanganan 58,546.00 

ton/tahun. Pada tahun 2022 dihasilkan timbulan sampah 93,891.73 ton/tahun, 

capaian pengurangan sampah 15,982.16 ton/tahun, capaian penanganan 

sampah 58,037.77 ton/tahun, dapat dipastikan 78.84% sampah terkelola 

sebanyak 74,019.93 ton/tahun, dan sisanya 21.16%/19,871.80ton/tahun adalah 

sampah yang tidak terkelola.
9
 

Adanya timbulan sampah tidak lain biasanya yang banyak dihasilkan 

oleh sampah sampah rumah tangga, atau kawasan permukiman, yang 

dihasilkan oleh daerah hulu hingga dibawa ke hilir, itulah sebabnya diwilayah 

hulu harus seminimal mungkin untuk bisa melakukan pengelolaan sampah, 

terlebih untuk masyarakat desa. Yang merupakan unsur terbentuknya suatu 

wilayah di Kabupaten Situbondo. 

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa naik turunnya 

presentase timbulan sampah yang dihasilkan disebabkan karena sampai saat ini 

di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya melaksanakan 

pengelolaan sampah, terlebih di berbagai wilayah pedesaan yang merupakan 

sumber sampah permukiman dan rumah tangga. Dalam prakteknya timbulan 

sampah tidak dapat di musnahkan, akan tetapi timbulan sampah dapat 

diminimalisir. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara 

seperti, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dengan memanfaatkan 

                                                           
9 Dinas Lingkungan Hidup, “Data Timbulan Sampah”, 27 Oktober 2022. 
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kembali sampah, dan dengan mendaur ulang sampah sesuai dengan prinsip 3R 

(Reduce,Rause,Recycle). 

Dalam mewujudkan kebersihan, baik diwilayah perkotaan ataupun 

pedesaan perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh karena itu 

pengelolaan sampah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilayani 

oleh pemerintah. Sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat menunjang proses pengelolaan sampah mulai dari 

petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, kendaraan pengangkut 

sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan 

menyediakan tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini, untuk mengatasi 

masalah sampah harus dilakukannya pengelolaan sampah dengan baik. Sebagai 

bentuk implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014. Pemerintah 

Daerah Situbondo membuat inovasi Program Sapo sadhisa (sampah porna 

sampai dhisa), program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo, sehingga pelayanan pengelolaan 

sampah dapat menyeluruh di wilayah Kabupaten Situbondo, program ini 

melibatkan pemerintah Desa dan Juga masyarakat, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan luas dan mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan.  

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian tentang implementasi peraturan daerah terhadap 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Situbondo 

melalui inovasi program sapo sadhisa hingga nantinya apakah bisa 
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berimplikasi atau tidak kepada masyarakat. Dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah: yang akan dilakukan, yakni: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?  

2. Apakah pelaksanaan program sapo sadhisa sudah berimplikasi terhadap 

penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo? 

C. Tujuan Penelitian 

Arah penelitian atau hasil yang diinginkan mengacu pada tujuan 

penelitian, yang juga mengacu pada kesulitan yang diidentifikasi sebelumnya.
10

 

Berlandaskan permasalahan di atas, sehingga tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk medeskripsikan apakah Program sapo sadhisa sudah beriimplikasi 

terhadap penanganan masalah sampah di Kabupaten Situbondo. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini akan bermanfaat apabila dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini 

                                                           
10Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Press, 2021), 92. 
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dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
11

  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menyampaikan penambahan 

wawasan dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengemban 

daereah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Serta 

diharapkan penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan acuan bagi para 

pengemban ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Hasil dari penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

2) Untuk bahan masukan bagi peneliti agar dapat menambah wawasan 

mengenai program pengelolaan sampah seperti sapo sadhisa. 

3) Peneliti dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat dalam 

bangku perkuliahan yang lebih banyak mempelajari teori dan hal 

tersebut terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan. 

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember 

1) Sebagai bahan referensi/kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas 

Hukum dalam penelitian selanjutnya. 

                                                           
11Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 93. 
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2) Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan studi pelaksanaan 

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014  

c. Bagi Instansi Pemerintah 

1) Sebagai pandangan terhadap pelaksanaan program sapo sadhisa. 

2) Sebagai bahan perbaikan dalam mencari solusi untuk menerapkan 

pengelolaan sampah kepada masyarakat yang dituangkan di dalam 

saran pada penelitian ini. 

d.  Bagi masyarakat secara umum 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi informasi sehingga 

menambah pemahaman masyarakat, khususnya dalam menjaga 

kebersihan serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi 

bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian yang sama/serupa 

atau melakukan kelanjutan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur 

bagi peneliti selanjutnya. 

E. Definisi Istilah  

Memahami definisi istilah atau frasa yang berguna ditekankan pada judul 

penelitian perlu diperhatikan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk mencegah 

salah tafsir dari definisi yang dimaksud.
12

 

  

                                                           
12Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 93. 
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1. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi bermakna 

pelaksanaan atau penyelenggaraan.
13

 Dapat dipahami bahwa implementasi 

merujuk pada penerapan atau pelaksanaan dari suatu yang telah 

direncanakan dengan tujuan mencapai mekanisme yang telah ditetapkan. 

Seperti pelaksanaan Perda Kabupaten Situbondo No 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah dengan tujuan memastikan bahwa peraturan tersebut 

dijalankan dengan efektif. 

2. Peraturan Daerah  

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang harus disepakati 

bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD agar berlaku efektif. Sesuai 

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-

undangan, Peraturan Daerah diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 

peraturan atau undang-undang Provinsi dan undang-undang Kabupaten.
14

 

3. Pengelolaan Sampah 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah Tahun 2014 mengartikan bahwa sampah semacam sisa padat 

kegiatan manusia sehari-hari, termasuk proses alam, yang meliputi sampah 

domestik dan rumah tangga.
15

 Pengeloaan sampah sebagaimana yang 

terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan strategi 

                                                           
13Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Luring, diakses pada 28 Oktober 2022.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id.    
14Suko Prayitno,“Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya 

Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori,” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika 

Masalah Hukum Dan Keadilan, vol. 8 No. 2 (2017):48 https://jdih.bolmutkab.go.id. 
15Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://jdih.bolmutkab.go.id/
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yang mengatur pengelolaan sampah guna dapat menanggulangi atau 

mengurangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Situbondo. 

F. Sistematika Pembahasan 

Urutan pembahasan skripsi ini, dari bab pertama sampai bab terakhir, 

dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Penggunaan deskripsi naratif, bukan 

daftar isi, adalah teknik yang lebih metodis untuk menulis pembahasan.
16

 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini mengikuti prosedurpenyusunan 

karya ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab Kesatu:  latar belakang, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat; 

penjelasan kata kunci; dan diskusi metodis penelitian termasuk 

dalam pendahuluan. 

Bab kedua:  survei literatur atau kajian pustaka yang mencakup kajian 

teoritis dan penelitian sebelumnya. 

Bab ketiga:  Prosedur penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. 

Bab keempat:  Deskripsi objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta  

pembahasan temuan meliputi penyajian data dan analisis. 

Bab kelima:     Kesimpulan dan rekomendasi atau saran.  

  

                                                           
16Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 91. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian terdahulu 

Pada sub ini, peneliti menampilkan berbagai temuan penelitian 

sebelumnya yang relevan pada penelitian yang dilaksanakan, yang berfungsi 

sebagai penguat informasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan meringkas 

penelitian yang diterbitkan sebelumnya, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan 

sejenisnya.Hal demikian, orisinalitas atau kebaruan dan pentingnya 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
17

 

1. Skripsi yang ditulis oleh Melfil Avizena Prodi (S1) Ilmu Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Jember pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Dinas 

Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program 

Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”. 

Perbedaan Skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini 

difokuskan membahas program bank sampah sebagai strategi daerah 

dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang penulis teliti 

membahas tentang implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan 

sampah dengan menfokuskan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi 

masalah sampah. Persamaannya yaitu membahas pengelolaan sampah 

sebagai upaya penanganan masalah sampah. Adapun relevansinya yaitu 

                                                           
17Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 93. 
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selain menjadi bahan referensi juga dapat memberikan pandangan kepada 

penulis terhadap pengelolaan sampah yang menjadi nilai ekonomi 

melalui bank sampah.
18

 

2. Jurnal Pengabdian Hukum yang dituis Oleh La Ode Angga, Sabri Fatura, 

Ronald Fadly Sopamena pada tahun 2021 dengan Judul “Pengelolaan 

Sampah Plastik di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku 

Tengah”. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu terletak pada pembahasan pengelolaan sampah. Perbedaan, 

terdapat dalam cara mendapatkan informasi atau teknik pengumpulan 

data, di mana penelitian ini menggunakan metode ceramah oleh pemateri 

seminar. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengelolaan sampah 

plastik yang berbeda dengan jenis sampah yang dibahas dalam penelitian 

sebelumnya.Adapun relevansi penelitian ini bagi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu sebagai bahan acuan guna menjadi bahan referensi.
19

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Apriana Siswanti Mahasiswi Prodi (S1) Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 

pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Implementasi Perda Kabupaten 

Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif 

Mashlahah”.Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas 

pengelolaan sampah dengan melihat dampak kepada masyarakat terhadap 

                                                           
18Melfil Avizena, “Stategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Program Bank Sampah (Di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo),”(Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Jember, 2018).  
19La Ode Angga, Sabri Fatura, Ronald Fadly Sapomena, “Pengelolaan Sampah Plastik Di 

Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah,”Jurnal Pengabdian Hukum 1, no.1, 

(Maret 2021): 8. https://fhukum.unpati.ac.id.  

https://fhukum.unpati.ac.id/
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aturan tentang penglolaan sampah. Adapun perbedaannya adalah pada 

skripsi ini mengkhusus kepada perspektif maslahah dengan kurangnya 

membahas mafsadat dengan adanya tempat pengelolaan sampah 

sedangkan yang penulis teliti pada skripsi ini membahas implikasi 

adanya program sapo sadhisa dalam meingkatkan mutu palayanan 

pengelolaan sampah. Relevansinya yaitu sebagai bahan acuan untuk 

menjadikan skripsi yang lebih baik.
20

 

4. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum yang ditulis oleh Arya Ardhi Winata pada 

tahun 2020 yang berjudul “Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam 

Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffe 

Shop di Kota Malang”. Persamaan dengan penelitian penulis adalah 

letak pembahasan yang menyangkut dengan Peran Pemerintahan Daerah 

terhadap pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaannya adalah pada 

pembahasan jurnal, yang mana penelitian terdahulu tentang pencemaran 

limbah plastik yang disebebkan oleh coffe shop, dan pada penelitian 

penulis membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mengatasi 

sampah yang dihasilkan oleh aktifitas masyarakat perkampungan. 

Relevansi penelitian ini bagi penelitian yang penulis lakukan adalah 

untuk bahan rujukan bagi penelitian ini.
21

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Inda Eliya Rohmah Mahasiswi Program Studi 

(S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq 

                                                           
20Apriana Siswanti,”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Sampah,”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). 
21Arya Ardhi Winata,”Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Limbah 

Plastik Sekali Pakai yang Disebabkan Oleh Coffe Shop di Kota Malang,” Jurnal Ilmiah Ilmu 

Hukum Vol 26, (9 Agustus 2020). http://download.garuda.kemendikbud.go.id 

http://download.garuda.kemendikbud.go.id/
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Jember pada tahun 2022 tentang “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 

90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga Di kabupaten Jember”. Persamaannya yaitu membahas 

tentang pengelolaan sampah dengan pendekatan yuridis empiris. 

Perbedannya yaitu pada skripsi tersebut memfokuskan mengakaji 

implementasi Jakstrada terhadap pemulihan fungsi pengelolaan sampah. 

Sedangkan skripsi ini membahas penerapan program sapo sadhisa 

sebagai implementasi Peraturan Daerah tentang penanganan sampah. 

Relevansinya yaitu menjadi sumber referensi bagi peneliti dalam 

pengelolaan sampah.
22

 

6. Artikel yang ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Zulfan Hakim 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul 

“Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan 

Lingkungan”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah bahasan yang sama terhadap pengelolaan sampah. Perbedaan 

pada artikel ini adalah pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan 

pengamatan kegiatan masyarakat, sedangkan yang peneliti lakukan salah 

satu cara mencari data yaitu dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Relevansinya yaitu selain sebagai bahan acuan penelitian 

                                                           
22Inda Eliya Rohmah,”Implementasai Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 Tentang 

Kebijakan Dan Strategi Daeran Dalam Pengelolaam Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jember,”(Skripsi, Unerversitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, 2022). 
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yang penulis lakukan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian 

penulis.
23

 

B. Kajian teori 

1. Teori Implementasi 

Implementasi kebijakan adalah elemen penting dalam proses 

pengelolaan sampah karena meskipun kebijakan telah ditetapkan dengan 

sebaik-baiknya, jika tidak ada tindakan untuk melaksanakannya, maka itu 

akan menjadi tidak berguna. Dampak dan tujuannya akan hilang begitu 

saja. Menurut Edwards III, langkah pengambilan keputusan pembuat 

kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya eksekusi yang baik.
24

  

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk 

menerapkan kebijakan dalam mengelola masukan, keluaran, dan hasil 

bagi masyarakat.
25

 Abdul Wahab mengungkapkan bahwa implementasi 

kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan suatu 

keputusan yang umumnya berupa undang-undang. Selain itu, kebijakan 

juga dapat berupa perintah atau keputusan dari pengadilan yang 

menandai problem yang perlu diselesaikan, Tentukan dengan jelas tujuan 

atau sasaran yang ingin Anda capai dan temukan beberapa cara untuk 

                                                           
23Muhammad Zulfan Hakim, “Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik 

Berwawasan Lingkungan,” Amanna Gappa 27, No.2 September 2019. https://journal.unhas.ac.id 
24Imronah, “Implementasi Kebijakan: Perpektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya”, 

Gema Ekosos 6, no.2 (April 2011): 65. https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net. 
25Abdul Rahman, Evi Satispi, Dwiky Lucky Adiyasha, “Perbandingan E-Goverment 

Antara Singapura dan Jepang: Perpektif Determinan Dan Peranannya Dalam Mengefektifkan 

Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi”, Jurnal Administrasi Publik 6 no. 2 (Agustus 2020): 

22-23. https://journal.unismuh.ac.id. 

https://journal.unhas.ac.id/
https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/
https://journal.unismuh.ac.id/
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mengontrol bagaimana hal itu dilakukan. Dalam hal ini, proses 

pelaksanaan kebijakan harus terstruktur dengan baik.
26

 

Sesuai pandangan Metter dan Horn, pelaksanaan kebijakan 

mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu atau otoritas, baik 

milik sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan. Langkah-langkah ini dapat mencakup upaya 

untuk mengubah keputusan menjadi tindakan praktis dalam jangka waktu 

tertentu atau terus-menerus berusaha untuk melakukan perubahan kecil 

atau besar dalam kebijakan yang diberlakukan oleh badan pemerintah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
27

 

Wibawa dalam tahir menjelaskan tentang maksud dari 

implementasi kebijakan, yang berperan dalam menjalankan kebijakan 

publik dengan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah. Hal ini 

melibatkan inisiatif kebijakan baru dengan tujuan komprehensif dan 

rencana terperinci, yang memungkinkan alokasi dana yang tepat untuk 

mencapai tujuan dan target yang ditetapkan.
28

 

Menurut pandangan Meter serta Carl, implementasi berfokus 

pada kebijakan yang dijalankan bersama dengan tindakan yang 

dikerjakan oleh orang atau kelompok tertentu guna mencapai sasaran 

yang serasi dengan keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah 

                                                           
26Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyususnan model 

model implementasi kebijakan publik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 22. 
27Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan proses (Yogyakarta: Medio Presindo, 

2007), 93. 
28Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Jakarta; PT. Pustaka Indonesia Press, 2011), 92. 
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ini bisa mengambil bentuk keputusan yang mendukung upaya serta 

membawa peralihan. Akibatnya, target dapat mencakup perubahan besar 

atau kecil sejalan dengan keputusan kebijaksanaan. Dengan demikian 

sejalan dengan pendapat para ahli yang menegaskan bahwa pelaksana 

kebijakan harus melakukan implementasi dengan cara yang menciptakan 

hasil yang sebanding pada tujuan atau sasaran kebijakan.
29

 

Berdasarkan beberapa informasi yang telah disebutkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu tahapan 

yang melibatkan berbagai pihak yang pada akhirnya dapat menciptakan 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan.. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan supaya 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran variabel pada 

penelitian. Sebagaimana menurut George C. Edward III mengatakan 

bahwa ada empat komponen atau faktor yang mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya suatu kebijakan. Empat komponen atau faktor tersebut 

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan Struktur 

birokrasi.
30

 Berikut penjelasan dari empat faktor tersebut, yaitu: 

a. Komunikasi. Apabila para pembuat suatu kebijakan/ keputusan sudah 

mengetahui apa yang harus mereka kerjakan , maka implementasi bisa 

menjadi efektif. Dapat berjalannya komunikasi komunikasi yang baik 

disebabkan oleh adanya pengetahuan atas apa yang akan mereka 

                                                           
29Joko Widodo, Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan 

publik, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 86. 
30Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, 106. 
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kerjakan. Setiap keputusan dan peraturan implementasi harus 

dikomunikasikan dengan baik kepada bagian personal yang tepat. 

Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat 

dan konsisten.  

b. Sumber daya. Menurut George C Edward III, sumberdaya merupakan 

hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator 

dari sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, 

wewenang dan fasilitas. 

c. Disposisi/sikap. Faktor ketiga dalam pendekatan mengenai 

pelaksanaan suatu  kebijakan publik adalah Disposisi/sikap. Jika ingin 

efektifnya suatu kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya 

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak 

terjadi bias. 

d. Struktur birokrasi. Tersedianya sumber sumber untuk melaksanakan  

kebijakan, para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang 

seharusnya, dan berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

tidak bisa dipastikan suatu kebijakan dapat berjalan atau terealisasi 

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Begitu 

kompleksnya suatu kebijakan membutuhkan kerjasama dari banyak 

orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia, maka hal itu yang akan menjadikan sumberdaya-sumberdaya 

menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.  Birokrasi 
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sebagai pelaksana suatu kebijakan harus bisa mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik. 

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa 

Peraturan daerah dibagi dalam dua pengertian yakni Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan Daerah 

Provinsi disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011, sedangkan peraturan daerah disebutkan dalam pasal 1 ayat 8 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-

undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan 

bersama Bupati atau Walikota.
31

 

Berdasarkan Herarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 merupakan peraturan 

perundang-undangan pelaksana dari ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam 

rangka menyelanggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan 

komperhensif di Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 

2014 adalah regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

                                                           
31 Setneg RI, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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Situbondo terkait dengan pengelolaan sampah. maka dalam dal ini 

pemerintah daerah Situbondo dalam melaksanakan pengelolaan sampah 

harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Sampah. Sebagaimana didalam pasal 2 Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ruang lingkup Peraturan 

Daerah meliputi arah dan kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengurangan dan penanganan masalah sampah. 

3. Pengelolaan sampah  

Pada alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa 

kegiatan manusia atau kejadian alam yang berbentuk padat. umumnya 

sampah berasal dari kota, rumah tangga, ruang usaha, 

perkantoran/industri, kontruksi dan penghancuran, pertanian, peternakan 

dan tempat pengolahan.
32

 Sumber-sumber sampah menurut Alex adalah 

sebagai berikut:
33

 

a. Sampah alam adalah sampah yang asalnya darinya kehidupan alam 

bebas, kemudian bisa diproses melalui cara daur ulang secara 

alami. Sampah alam contohnya daun kering, dan ranting yang 

dapat terurai dengan tanah. 

                                                           
32Niluh Putu Hariastuti,”Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota,” Jurnal 

IPTEK, 17 no. 1 Mei 2013 (Surabaya: ITATS Suarabaya), 69. https://jurnal.itats.ac.id. 
33 Alex, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2012), 5-12. 

https://jurnal.itats.ac.id/
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b. Sampah manusia merupakan sampah yang berasal dari hasil 

pencernaan manusia. Sampah manusia contohnya seperti urin dan 

feses. 

c. Sampah rumah tangga adalah sampah yang asalnya dari sampah 

hasil dari sisa-sisa aktifitas sehari-hari, baik itu berupa sampah 

kertas maupun sampah plastik. 

d. Sampah konsumsi adalah sampah yang berasal dari penggunaan 

barang sisa makanan yang dihasilkan oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Sampah perkantoran adalah sampah dari limbah sisa hasil 

perkantoran serta pusat perbelanjaan. Biasanya sampah perkantoran 

yang banyak ditemui berupa kertas, tekstil, logam bekas, dan 

plastik. 

f. Sampah industri adalah sampah yang asalnya dari pengolahan pada 

kawasan industri secamam limbah berbahaya dalam bentuk padat 

ataupun cair. 

g. Sampah nuklir yakni sampah dari hasil fusi dan fisi nuklir. Jenis 

sampah nuklir berupa uranium, juga notrium yang sangat 

berbahaya untuk manusia maupun lingkungan hidup. 

Menurut Hdiwiyoto dalam Eko Suwarjo, Jenis-Jenis sampah yang 

ada di sekeliling kita cukup beragam, diantaranya:
34

  

                                                           
34 Inda Eliya Rohmah,”Implementasai Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2021 tentang 

kebijakan dan strategi daeran dalam pengelolaam sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga di Kabupaten Jember,”(Skripsi, Unerversitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, 2022). 27 
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a. Sampah organik, adalah sampah yang dapat terurai secara alami, 

karena terdapat kandungan senyawa organik yang terdiri dari 

hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, serta fosfor. Sampah organik 

berupa sisa sayuran, buah serta sisa makanan. 

b. Sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat teruraikan oleh 

mikroorganisame, karena terdapat kandungan senyawa anorganik 

yang tidak bisa diuraikan. Sampah anorganik dibedakan menjadi 

sampah produk olahan, logam, plastik, keramik, dan kaca. 

Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat terurai. 

Saat ini, sampah menjadi pemasalahan yang dihadapi oleh seluruh 

elemen masyarakat. Dengan tingginya pertumbuhan penduduk juga 

menyebabkan volume sampah juga bertambah. Maka hal ini 

menyebabkan sampah perlu diatasi. 

Pengelolaan sampah merupakan salah satu cara atau upaya untuk 

mecahkan persoalan terkait sampah. Pengelolaan sampah merupakan 

kegiatan secara sistematik, terstruktur, mencakup seluruhnya  dan terus 

menerus yang mencakup mengurangi dan menangani sampah. Dengan 

adanya kegiatan ini maka dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

mutu lingkungan dengan memanfaatkan sampah dijadikan sebagai 

sumber daya. Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah telah diuraikan bahwa sistem pengolahan sampah 

berpusat kepada para penanggungjawab dari penghasil sampah. Maka 

bagi produsen sampah/penghasil sampah perlu untuk memilah jenis-jenis 
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sampah baik dari sampah rumah tangga hingga sampah yang dihasilkan 

oleh fasilitas umum. 

Didalam Peraturan Daerah persampahan dimana berkaitan dengan 

kebijakan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan tiga langkah 

yakni berupa 3R. yang pertama, Reduce yaitu langkah yang diperlukan 

untuk mengurangi penimbunan sampah dari pusat sampah atau dapat 

dilakukan sebelum seseorang menghasilkan sampah. Kedua, Reuse yaitu 

dilakukan dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut agar 

tidak menjadi sampah tanpa disertai adanya proses pengelolaan. Ketiga, 

Reycle adalah kegiatan mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak 

berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.  

Dengan adanya proses pengelolaan sampah terpadu diharapkan 

mampu memberikan manfaat sebagai upaya pelestarian lingkungan agar 

lebih baik, mengurangi dampak negatif dari sampah, meningkatkan 

kualitas kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan 

sampah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan 

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, adapun kewenangannya 

sebagai berikut:
35

 

1) Menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan 

sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 

                                                           
35 Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5. 
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2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai 

dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh pihak lain. 

4) Menetapkan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat 

pengelolaan sampah terpadu dan /atau tempat pemprosesan akhir. 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam 

bulan selama (20) duapuluh tahun terhadap tempat pemprosesan 

akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. 

6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 

4. Teori Peran Masyarakat 

Masyarakat merupakan unsur terbentuknya suatu negara, dalam hal 

ini masyarakat sangat berperan penting bagi wilayahnya, terutama dalam 

menjaga kebersihan lingkungannya, untuk itu peran masyarakat adalah 

poin utama  untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

diharapkan bagi masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Peran 

Masyarakat tersebut bisa melalui:
36

 

                                                           
36 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, pasal 27. 
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a. Pemberian usulan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. 

b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau 

c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa 

persampahan. 

Menurut webber, masyarakat juga berperan sebagai penegak 

hukum, itu artinya dalam sebuah hukum bukan hanya suatu badan 

khusus, masyarakat pun ikut berperan didalamnya.
37

 Menurut 

Notoatmojo, peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota 

masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. 

Partisipasi masyarakat di bidang kebersihan lingkungan berarti juga 

keikut sertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap 

permasalahan. Maka, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program 

kebersihan lingkungan. Lembaga atas wadah yang ada di masyarakat 

hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya.
38

 

 

 

                                                           
37 Basuki Kurniawan, dan Badrut Tamam. Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber. 

(Depok: Pustaka Radja, 2022), 37. 
38 Hafidz Ma’ruf, “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang 

Nyamuk Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojongsari,” 

(Skripsi, Universitas Amuhammadiyah Purwokerto, 2016), 11. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (Statute approach) yang dilakukan dengan cara 

menganalisa suatu aturan dan regulasi yaitu pada pasal 4 Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo. 

Dan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) hal ini dilakukan untuk memberikan analisis terkait penyelesaian 

pada permasalahan hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang 

melatarbelakanginya.
39

 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian 

yuridis empiris atau dapat disebutkan penelitian lapangan adalah mengkaji 

suatu produk hukum dengan kejadian yang terjadi di masyarakat dan 

kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Penulis menggunakan jenis 

penelitian yuridis empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara 

kompleks dan lebih mendalam dari obyek yang diteliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian untuk menentukan 

dimana lokasi kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian 

dimaksudkan untuk mempermudah memperoleh data atau informasi yang 

                                                           
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93. 



28 

 

 

akan diperlukan yang berkaiatan dengan rumusan masalah penelitian.
40

 

Peneliti melakukan penelitian pada instansi pemerintah yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Madura 

No.17, Mimbaan Barat, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo, Jawa Timur 68322. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini 

tentunya dikarenakan Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang setengah 

wilayahnya berupa lautan, serta masih kurang optimal dalam 

mengimmplementasikan Peraturan Daerah sehingg peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitin di lokasi tersebut.  

C. Subyek Penelitian 

a. Data primer  

Data primer yang digunakan berupa fakta empiris yang langsung 

diturunkan dari temuan wawancara langsung dengan informan yang telah 

dipilih oleh penulis dengan maksud tertentu, khususnya orang yang 

dimanfaatatkan untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang 

situasi dan kondisi. Adapaun informan dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu: 

a) Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. 

b) Kepala Seksi Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo. 

c) Sekertaris Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten 

Situbondo selaku desa yang melaksanakan program sapo sadhisa. 

                                                           
40 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 37. 
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d) Kepala RW Dusun Timur Desa Asembagus. 

e) Masyarakat warga Kecamatan Mlandingan.  

 Pada Data Primer penulis juga memperoleh data yang bersumber 

dari ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. 

Adapaun dalam penelitian ini adalah: 

a) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

b) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah. 

c) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, 

Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. 

d) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 

Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber data tambahan yang mamapu 

menguraikan serta membantu pemahaman pada data primer. Data 

sekunder yang dimaksudkan seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur 

lainnya, dapat diambil dari sumber data sekunder. 

c. Data Tersier 

Bahan yang berusaha menjelaskan data primer dan data sekunder 

dianggap sebagai sumber data tersier. Sumber utama untuk data yang 

digunakan dalam penelitian ini ditemukan melalui internet dan termasuk 
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situs web dan bahan penelitian. Bahan hukum tersier tersebut berupa: 

Website Dinas Lingkungan Hidup, website Badan Pusat Statistik, serta 

website lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Strategi atau metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, 

dan dokumentasi akan dibahas pada bagian ini. Data yang dihasilkan dari 

implementasi masing-masing pendekatan harus didiskusikan secara detail.
41

 

Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu: 

a. Observasi 

Melalui metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan 

kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan. Pada proses observasi yang 

menjadi teknik dalam menggali data melalui aktivitas, benda dan tempat 

dengan memanfaatkan seluruh alat indra pada tubuh. Sehingga melalui 

proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.
42

 

b. Wawancara 

Pengertian wawancara adalah dialog ketika dua orang atau lebih 

berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu melalui tanya jawab. Setelah 

itu, hasil wawancara dapat direkam secara sistematis berdasarkan topik 

yang telah ditentukan. Biasanya, peneliti akan menyajikan berbagai 

                                                           
41Tim penyusun, Pedoman Penulisan, 47. 
42 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 119. 
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pertanyaan kepada informan yang kemudian akan memberikan jawaban 

yang relevan dengan pertanyaan tersebut.
43

  

Proses wawancara dilakukan dengan cara terarah dan dengan cara 

bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar 

pertanyaan, tetapi ada variasi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi ketika melakukan wawncara kepada setiap informan. Hasil dari 

wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. Adapun hasil wawancara dapat meliputi: 

a) Tugas dan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam 

peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. 

b) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo. 

c) Strategi Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya menerapkan kebijakan 

pengelolaan sampah di kabupaten Situbondo. 

d) Timbulan sampah yang dihasilkan di wilayah kabupaten Situbondo. 

e) Pandangan masyarakat terhadap pembuangan sampah secara 

sembarangan. 

f) Dampak yang diperoleh dengan adanya kebijakan pengelolaan 

sampah kepada masyarakat. 

g) Peran Dinas Lingkungan Hidup melalui proses penerapan Peraturan 

Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. 

  

                                                           
43Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 116. 
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c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data selanjutnya dalah dokumentasi, yang 

merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan 

wawancara. Istilah dokumentasi dalam kajian ilmiah ini merujuk pada 

berbagai informasi sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, 

seperti dokumentasi visual pada objek penelitian, subjek penelitian, dan 

informasi lain yang relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

E. Analisis Data 

Metodologi analisis data penelitian ini melibatkan pemeriksaan yang 

cermat terhadap keadaan sebenarnya, ditambah dengan data yang relevan, dan 

verifikasi hasil olahan. Hasil analisis digambarkan secara deskriptif, artinya 

data kualitatif dirangkum dalam bentuk kalimat untuk membuat ringkasan 

deskriptif dari temuan penelitian. Tentunya, temuan penelitian ini 

menawarkan perspektif yang komprehensif dari kerangka hukum yang 

relevan. Pada akhirnya, analisis data dilakukan sebagai upaya dalam 

mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat dilapangan sehingga mudah 

dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan. 

F. Keabsahan Data 

Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi 

kredibilitas informasi. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan 

memeriksa hasil wawancara dan informasi yang terdapat dalam dokumen 

yang berkaitan. 
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Dengan demikian, sambil mengumpulkan informasi dari banyak 

sumber tentang berbagai percakapan, aktivitas, dan sudut pandang untuk 

suatu penelitian, triangulasi sumber dapat membantu menghilangkan berbagai 

variasi dalam konstruksi realitas yang mungkin terjadi.
44

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan tahapan penelitian, 

penting untuk menjelaskan beberapa tahapan awal dalam menyusun 

rancangan penelitian. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk 

merencanakan, melaksanakannya, mengumpulkan data, mengolahnya, dan 

membuat laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Peneliti memulai dengan melakukan eksplorasi isu dan mencari 

sumber-sumber yang diperlukan untuk pembahasan. Permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti terkait penanganan pembuangan sampah yang tidak 

bertanggung jawab oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten 

Situbondo. Selanjutnya peneliti membahas tentang peraturan daerah 

Situbondo yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta upaya 

pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten 

Situbondo. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

sampah di Kabupaten Situbondo”. 

                                                           
44Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2014), 331 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti selanjutnya mengunjungi objek penelitian untuk memulai 

proses wawancara dan mencatatnya, mengumpulkan data, mengaturnya 

sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan akhirnya menarik kesimpulan. 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Peneliti kemudian memverifikasi keakuratan data atau informasi 

setelah dikumpulkan melalui pengumpulan data, dan hasilnya kemudian 

diberikan dalam bentuk laporan. Setelah ditinjau oleh pengawas dan 

diubah seperlunya, laporan penelitian kemudian diserahkan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai penemuan sesuai hasil 

data dilapangan yang saling memiliki keterkaitan. Diantaranya menjelaskan 

tentang gambaran objek penelitian yang membahas terkait profil serta gambaran 

umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Yang kemudian 

dilanjutkan dengan menguraikan penyajian data dan analisis setelah melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo 

yaitu tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo sebagai peran 

pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian 

yang ketiga membahas tentang hasil penemuan dimana akan diuraikan berbentuk 

gagasan yang berkaitan  dengan hasil penelitian dilapangan disertai teori-teori 

yang mendukung. 

A. Gambaran objek penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah merupakan wilayah 

Kabupaten Situbondo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

menjadi tempat penelitian untuk menambah imformasi terkait masalah 

pengelolaan sampah. Dengan temuan berikut dari metode penelitian: 

1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo 

Secara garis besar, wilayah Kabupaten Situbondo dikenal sebagai 

kawasan pesisir dengan pantai pasir putih, seluas 1.638,50 kilometer persegi 

atau 163.850 hektar.Berada di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten 
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Situbondo terletak antara 7o 35' - 7o 44' Lintang Selatan dan 113o 30' – 

1440 42' Bujur Timur. Kabupaten Situbondo berbagi perbatasan dengan: 

a. Batas sebelah Utara adalah laut Jawa (Selat Madura) 

b. Batas sebelah Timur adalah selat Bali. 

c. Batas sebelah Selatan adalah Kabupaten Bondowoso dan 

Banyuwangi. 

d. Sebeleh Barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. 

Secara administrasi Kabupaten Situbondo memiliki 17 Kecamatan 

dengan 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Kabupaten Situbondo 

terletak pada arah Timur dari Kota Surabaya, Ibu kota Provinsi Jawa 

Timur.
45

 Pada Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah 

penduduk Kabupaten Situbondo secara keseluruhan adalah 649.092 jiwa 

pada tahun 2010. Pada tahun 2016, jumlah penduduk meningkat menjadi 

673.282 jiwa, dan pada tahun 2018 mencapai 679.993 jiwa. Sedangkan pada 

tahun 2019, populasinya terus bertambah menjadi 682.978 jiwa. Maka dapat 

diketahui bahwa tiap tahun jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo terus 

meningkat.
46

 Dapat dipastikan bahwa dengan bertambahnya laju 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Situbondo tiap tahunnya 

mempengaruhi jumlah produksi sampah yang dihasilkan juga bertambah.    

Kabupaten Situbondo memiliki Visi “Mewujudkan Masyarakat 

Situbondo yang berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya.” Dalam 

                                                           
45Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. diakses pada 29 Oktober 2022 

https://Pariwisata.Situbondokab.go.id.  
46Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. diakses pada 29 Oktober 2022. 

https://Situbondokab.bps.go.id.  

https://pariwisata.situbondokab.go.id/
https://situbondokab.bps.go.id/
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mewujudakn Visi juga harus menetapkan Misi, terdapat 4 Misi Kabupaten 

Situbondo sebagai berikut: 

a. Membangun Masayarkat Situbondo Beriman Dalam Keberagaman. 

b. Membangun masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan 

Peran Perempuan. 

c. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing. 

d. Membangun pemerintahan yang profesional, Bersih dan Tangguh.  

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo 

Tujuan dilakukannya karya tulis ilmiah ini adalah untuk meneliti 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo merupakan organisasi pemerintah yang bergerak di 

bidang lingkungan hidup. Lembaga tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 menjelaskan tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tinggal. Peraturan tersebut telah 

diperbarui dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2022.
47

 

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo adalah 

“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Beakhlak, Sejahtera, Adil 

Dan Berdaya”. Hal ini juga dikuatkan oleh Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo yaitu “Membangaun Infrastruktur, Ekonomi 

                                                           
47 Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo. Pasal 2 ayat (2).  
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Berkeadilan dan Bedaya Saing”.
48

 Untuk mencapai visi dan misi Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, diperlukan struktur organisasi 

yang terperinci. Berikut adalah informasi yang disajikan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Situbondo.
49

 

Perincian tugas dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo sebagai berikut: 

a. Dinas Lingkungan Hidup Terdiri dari: 

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

- Sekertariat Dinas Lingkungan Hidup 

- Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan 

- Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas 

- Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

- Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Sekertriat Membawahi 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan membawahi 

- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan 

                                                           
48Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. 20 Oktober 2022. 

https://dlh.Situbondokab.go.id. 
49Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, pasal 3. 

https://dlh.situbondokab.go.id/
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- Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum 

Lingkungan 

d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan 

Kapasitas membawahi 

- Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 

- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup membawahi 

- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dan Hutan 

Berdasarkan struktur organisasi yang telah disebutkan di atas, maka 

terdapat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, 

sebagaimana di dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun  2022 

di jelaskan tentang Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Dengan menyelenggarakan 

Fungsi: 

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup 

2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Lingkungan Hidup 

4) Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Lingkungan Hidup 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Proses selanjutnya dalam skripsi ini ialah penyajian data dan analisis 

yang memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh selama penelitian 

lapangan. Data data yang merupakan hasil penelitian yang akan disesuaikan 

dengan alat alat pengumpulan data, kemudian dijelaskan secara rinci dengan 

bukti-bukti yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian. 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Sampah. 

Berangkat dari hasil observasi dilapangan, peneliti menemukan fakta 

bahwa di berbagai wilayah Kabupaten Situbondo terdapat pembuangan 

samnpah secara ilegal, bahkan dikawasan sungai yang nantinya akan 

berpotensi kepada lautan yang akan tercemar. Tidak hanya itu, akibat dari 

pembuangan sampah sembaranga juga bisa menyebabkan banjir. Berangkat 

dari hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai terkiat alasan yang melatar 

belakangi pembuangan sampah tersebut, Ibu Sofiah Selaku Warga Desa 

Mlandingan Kulon mengatakan bahwa: 

Iya disini tidak ada pembuangan sampahnya ndok, jadi saya 

membuang sampahnya itu langsung kesungai, bingung mau buang 

sampah kemana kayak pempers dan sampah dapur, kalo cuma sampah 

daun di halaman itu biasanya saya bakar.
50

 

 

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Nafis selaku 

wagra Desa Mlandingan Kulon, beliau Mengatakan bahwa:  

                                                           
50 Sofia, warga desa Mlandingan kulon, wawancara 21 November 2022 
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Selama ini saya pernah membuang sampah sembarangan tapi hanya 

popok bayi, soalnya kalo dibakar saya takut jadinya dibuang kesungai. 

Terus disini tidak disediakan tempat pembuangan sampah khusus.
51

 

Penulis melanjutkan wawancara kepada responden selanjutnya yaitu 

kepada Noril Hidayat Selaku warga Desa Tribungan yang mengatakan 

bahwa:  

Faktor pemicu masyarakat membuang sampah sembarangan yaitu 

karena mereka tidak punya tempat pembuangan sampah bagi yang 

lahannya sempit, dan menganggap sungai itu tempat yang efektif 

membuang sampah sehingga kalau hujan sampah itu terbawa semua 

ke laut. Pemicu yang ke dua karena tidak adanya baliho larangan 

membuang sampah sembarangan. Sehingga, hal itu menciptakan 

persepsi bahwa membuang sampah di sungai adalah praktik yang 

lazim dan kini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.
52

 

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat, 

Bapak Ahmad Alimakki selaku kepala sekolah pendidikan yang berada 

dibawah naungan yayasan pondok pesantren Mabadius Shaleh yang 

beralamat di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan, beliau 

mengatakan bahwa: 

Siapapun pasti tahu bahwa kita harus menjaga kebersihan, sering kita 

dengar annadhafatu minal iman yang artinya kebersihan itu sebagian 

dari iman. Tapi pada kenyataannya di desa kami tidak ada fasilitas 

tempat pembuangan sampah umum. Sehingga sampah hasil kegiatan 

sehari hari yang dihasilkan oleh siswa dan santri dibuang kesungai 

timur ini. Karena dirasa lebih simpel, ya kalo nggak dibakar nanti 

terhanyut sendiri.
53

 

 

Dan terakhir penulis melakukan wawancara kepada responden 

terakhir, kepada bapak Zainal Abidin selaku sekertaris Desa Mlandingan 

Kulon, Beliau mengatakan bahwa: 

                                                           
51 Ibu Nafis, Warga Desa Mlandingan Kulon, Wawancara, 10 Desember 2022 
52 Noril Hidayat, warga Desa Tribungan, wawancara 12 Desember 2022 
53 Ahmad Alimakki, warga Desa Sumber Pinang, 12 Desember 2022 
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Kalau disini desa menyediakan lahan tempat pembuangan sampah dari 

sawah yang tidak bisa digunakan akibat banjir, lahan itu kami sewa 

tapi tidak ada yang mengelola, masih terbengkalai. Dan untuk sampah 

yang di sungai itu biasanya dari warga yang rumahnya tidak memiliki 

halaman juga banyak dari warga sebelah membuang sampahnya kesini 

juga, akibatnya ketika hujan sampahnya numpuk di utara itu.
54

  

 

Berdasarkan keterangan dari beberapa responden diatas, penulis 

beinisiatif melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten 

Situbondo, Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 

pemerintah darah selaku pemangku kebijakan di kabupaten Situbondo, 

dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupetan Situbondo.  

Pembangunan daerah sangat diperlukan guna untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dengan adanya suatu peraturan atau kebijakan 

diharapkan mampu terlaksana dengan baik. Suatu peraturan akan terlaksana 

dengan baik jika penerapannya dilakukan dengan maksimal. Berkaitan 

dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, maka dalam hal 

ini akan dipaparkan mengenai bagaimana peran pemerintah Kabupaten 

Situbondo dalam menerapkan peraturan tentang pengelolaan sampah 

tersebut.  

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 ialah tentang 

Pengelolaan Sampah. Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang 

menjadi bagian penting demi menjaga kebersihan lingkungan di wilayah 

                                                           
54 Zainal Abidin, Sekertaris Desa Mlandingan Kulon, wawancara, 22 November 2022 
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Kabupaten Situbondo. Bapak Drs. H. Akhmad Purwadi selaku Sekertaris 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa:   

Pemerintah Daerah dalam menyelenggrakan pengelolaan sampah 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. 

Secara umum, dalam menyelenggrakan pengelolaan sampah di 

Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah menetapkan Peraturan 

Daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pelaksanaan  dari 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
55

 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Nur Islamiyah, S.T, selaku Kepala 

Seksi Persampahan mengatakan bahwa: 

Dalam menyelenggrakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah 

berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, untuk mengatasi 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdapat Peraturan 

Bupati Situbondo No. 50 Tahun 2018.
56

 

 

Sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah Situbondo dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dengan dibentuknya 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. 

adapun dalam menyelenggarakan atau menerapkan Peraturan Daerah 

Nomor 7 tahun 2014.  Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 poin 4 bahwa 

“Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupaun 

sampah sejenis sampah rumah tangga”.  

                                                           
55Akhmad Purwadi (Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo), 

Wawancara, Situbondo, 17 Oktober 2022 
56Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Situbondo) wawancara, Situbondo, 27 Oktober 2022 
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Sekarang ini, sampah banyak dihasilkan dari sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga perlu adanya upaya 

dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan sampah. untuk 

mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenisanya, 

pemerintah kabupaten Situbondo membuat produk hukum lebih lanjut 

berupa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 

Strategi Daerah dalam Mengatasi sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga. Pemerintah Daerah Situbondo dalam penerapan 

peraturan tersebut dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi dan pihak 

masyarakat. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut Dinas 

Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang 

mempunyai peran yang sangat penting terhadap pengelolaan sampah. 

melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait menangani masalah sampah akan 

dapat teratasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala 

Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Situbondo sebagai berikut: 

Ya, dinas lingkungan hidup merupakaan pelaksana pemerintah daerah 

Situbondo dalam pengelolaan sampah. Sampah saat ini di dominasi 

oleh sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Sebagai bagian 

pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Sampah rumah tangga dibuatlah produk hukum berupa 

Peraturan Bupatai Nomor 50 Tahun 2018 Tentang JAKSTRADA 

(Kebijakan dan Strategi Daerah) dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sejenisnya. Untuk mengatasi masalah sampah rumah 

tangga, kami telah semaksimal mungkin menjalankan tugas yang 
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menjadi tanggung jawab kami, tentunya dengan bantuan masyarakat 

dan lembaga instansi yang sudah sepakat bekerjasama.
57

 

 

Maka dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam 

melaksanan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

sampah, terlebih dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan 

sejenisnya berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Mengatasi Masalah Sampah Rumah 

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mengacu pada 

Peraturan Bupati tersebut Dinas Lingkungan Hidup untuk 

mengimplementasikan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga telah banyak 

menjalankan program/kegiatan sebagai upaya mengurangi dan menangani 

masalah sampah rumah tangga dan sejenisnya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 daerah berwenang 

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala Kabupaten 

sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo telah membuat 

kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Persampahan dan Limbah B3 mengatakan Bahwa: 

 “Dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sejenisnya, 

kami membuat program/ atau kegiatan seperti diantaranya 

mengadakan pelatihan daur ulang sampah, pengembangan bank 

sampah, pengembangan sekolah adiwiyata, diet kantog plastik, serta 

                                                           
57Ibu Nur Islamiyah (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 

Dinas Lingkungan Hidup Sitrubondo), Wawancara, 27 Oktober 2022 
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masih banyak kegiatan yang kami lakukan untuk peningkatan kinerja 

pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga, dan untuk upaya penanganan kami melakukan kegiatan salah 

satunya penyediaan prasarana dan sarana persampahan, memebentuk 

tim kebersihan kota. Ya, betul ada program berupa sapo sadhisa yang 

bertujuan untuk pengelolaan sampah sampah rumah tangga dan 

sejenisnya.”
58

 

 

Selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala 

Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, maka dalam hal ini Pemerintah telah 

membuat serta menjalankan kebijakan sebagaimana yang diamanatkan oleh 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014. Dalam pasal 5 poin (d) Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pemerintah Daerah 

menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan 

sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. hal ini juga di 

sampaikan oleh Ibu Nur Islamiyah selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Persampahan dan Limbah B3 bahwa: 

“Pemerintah daerah juga menyediakan kurang lebih ada 86 TPS di 

berbagai titik di wilayah Kabupaten Situbondo. Titik Lokasi TPS 

tersebut tidak jauh dari tempat fasilitas umum, seperti rumah sakit, 

Sekolah, kantor, pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya.”
59

 

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Iis selaku Kasi Persampahan 

tersebut, pemerintah daerah telah berupaya memberikan sarana kepada 

masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Peneliti lebih 

lanjut bertanya terkait bagaimana peran pemerintah terhadap pengelolaan 

sampah yang ada di wilayah Desa, dikarenakan desa juga penyelenggara 

                                                           
58Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3), 

Wawawncara 9 Januari 2023 
59 Nur Islamiyah, S.T (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3), 

Wawawncara 9 Januari 2023 
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urusan pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Seperti 

yang di sampaikan oleh Ibu Nur islamiyah selaku Kepala seksi pengelolaan 

persampahan dan Limbah B3 bahwa: 

“Untuk mengatasi masalah sampah di wilayah desa, itu merupakan 

tanggung jawab desa, pemerintah kabupaten nanti melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap tata laksana pengelolaan sampah 

yang melibatkan pemerintah Desa dan masyarakat melalui program 

sapo sadhisa, sudah ada beberapa kecamatan di kabupaten Situbondo 

yang telah menerapkan program sapo sadhisa, seperti desa desa yang 

ada di Kecamatan Asembagus, dan di Kecamatan Banyuglugur masih 

2 Desa, dan sampai saat ini masih dilakukannya sosialisasi. setelah itu 

bagaimana desa dan kecamatan menindak lanjutinya”
60

 

 

Terkait Program Sapo Sadhisa (Sampah Porna Sampai Dhisa), arti 

dari sapo sadhisa ialah sampah tuntas hingga desa. Dikutip dari Portal 

Elektronik Teknologi Inovasi Situbondo menyatakan bahwa Inovator dari 

Program Sapo sa dhisa adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Situbondo, adanya program ini bertujuan “Meningkatkan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Situbondo, sehingga pelayanan pengelolaan sampah 

dapat menyeluruh di wilayah Kabupaten Situbondo yang pada akhirnya 

dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan dan 

berkelanjutan.” Manfaat adanya Program Sapo Sadhisa  “Untuk 

meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah diseluruh desa dan kecamatan 

di Kabupaten Situbondo melalui gerakan Sapo Sa Dhisa dengan membentuk 

Tim percepatan gerakan Sapo Sadhisa”. Secara Khusus fokus inovasi 

gerakan sapo sadhisa yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup adalah 

pengaturan tata laksana pengelolaan sampah dengan melibatkan pemerintah 

                                                           
60 Nur Islamiyah, Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3, Wawancara, 

27 Oktober 2022. 
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desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan 

secara lebih luas dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan 

inovasi proses menetapkan alur dan proses pengelolaan sampah di tingkat 

desa hingga tingkat kabupaten.
61

 

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya sosislisasi kepada 

pemerintah desa, guna meningkatkan kesadaran serta kepedulian 

masyarakat Desa tentang pentingnya pengelolaan sampah. di dalam 

sosialisasi tersebut juga diadakan pelatihan pemanfaatan barang bekas/3R, 

kegiatan ini di support oleh PT. POMI. Itulah sebabnya peran serta 

masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung program tersebut.  

Disamping itu, peneliti melakukan wawancara terpisah dengan dengan 

Bapak Subairi selaku Sekretaris Desa Asembagus Kecamatan Asembagus, 

sebagai salah satu desa yang telah melaksanakan program saposadhisa. 

Beliau mengatakan sebagaimana berikut: 

Program sapo sadhisa di  desa kami dimulai sejak tahun 2019 sampai 

saat ini, pada saat masa kepemimpinan Ibu kepala desa sebelumnya 

dan dilanjutkan sampai saat ini. Adanya program tersebut merupakan 

langkah awal kami untuk melakukan pengelolaan sampah dari skala 

rumah tangga. Awal mula desa kami menerapkan program sapo 

sadhisa itu dari dinas lingkungan hidup melakukan sosialisasi kepada 

pemerintah desa yang dilakukan di kantor kecamatan. Kemudian 

tahun 2019 baru kami bisa menerapkan program sapo sadhisa. 

Pemerintah desa dalam menjalankan program ini di lakukan oleh 

bapak kasun masing-masing dengan diangkut menggunakan viar. 

Untuk sarana pengelolaan sampah sendiri ada beberapa dari pihak 

DLH dan juga ada dari desa sendiri.
62
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Hal itu dibenarkan oleh bapak Iman selaku kepala Dusun Timur yang 

mengangkut sampah dari setiap rumah warga, beliau mengatakan: 

Saya sebagai penanggung jawab diwilayah timur dalam pengambilan 

sampah, langkah awal yaang  dilakukan pengangkutan sampah rumah 

tangga oleh kami setiap hari menggunakan kendaraan viar untuk 

dibawa ke TPS Kecamatan dari TPS Kecamatan diangkut oleh truk 

DLH setiap 3 hari 1 kali yang nanti dibawa ke TPA. Saat ini, sampah 

yang diproduksi oleh produsen belum dipilah ke dalam kategori 

limbah organik dan non organik, sehingga tetap menjadi satu 

kesatuan.
63

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak subairi dan bapak Iman, 

dapat diketahui bahwa program sapo sadisha telah terlaksana sejak dari 

tahun 2019 sampai saat ini desa Asembagus masih melaksanakan program 

dari pemerintah berupa program sapo sadhisa. Terlaksananya program sapo 

sadhisa sampai saat ini tidak lepas dari Peran Pemerintah Daerah yang mulai 

bergerak untuk melibatkan massyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Dalam program sapo sadhisa masyarakat dituntut untuk berperan aktif 

dalam menjaga kebersihan lingkungannya, dengan tidak membuang sampah 

sembarangan, dikarenakan telah adanya pelayanan pungut sampah setiap 

hari yang dilakukan oleh sebagai penanggung jawab di setiap daerahnya.    

2. Implikasi Pelaksanaan Program Sapo Sadhisa Terhadap Penanganan 

Masalah Sampah Di Kabupaten Situbondo  

Pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal terkait implikasi 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah. kebijakan merupakan suatu yang penting dan menjadi keharusan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan bukan hanya berpusat 
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pada suatu tujuan saja, namun suatu kebijan juga akan menjadikan sebuah 

implikasi. Salah satu amanat dari Undang-undang Dasar 1945 adalah 

mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat, untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan 

pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. pada pembahasan kali ini 

akan menguraikan beberapa hal tentang implikasi Perda Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo melalui program 

sapo sadhisa. Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di 

Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 

50 Tahun 2014 tentang JAKSTRADA memiliki inovasi program salah 

satunya berupa program sapo sadhisa ini. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nur Islamiyah selaku 

Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 untuk mendapatkan 

informasi apakah Program sapo sadhisa sebagai bentuk implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah. 

berikut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan ibu Nur Islamiyah yang 

mengatakan bahwa: 

“Program saposadhisa ini telah dilaksanakan oleh Beberapa Desa di 

Kabupaten Situbondo, tentunya masyarakat sudah merasakan adanya 

pelayanan pengelolaan sampah dengan adanya program ini 

masyarakat sadar terhadap kebersihan lingkungan dan tidak 

membuang sampah sembarangan, karena setiap harinya sampah sudah 

dipungut oleh petugas sampah di desanya masing-masing.”
64
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Dari Hasil wawancara bisa peneliti tarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi 

kepada Masyarakat hingga ke desa. Hal tersebut sejalan dengan yang 

dikatakan oleh bapak Iman selaku Kepala Dusun Wilayah Timur Desa 

Asembagus, beliau mengatakan bahwa: 

“ya, dulu sebelum adanya pengelolaan sampah masyarakat masih 

sering membuang sampah sembarangan, karena tidak adanya tempat 

pembuangan sampah serta belum adanya pelayanan pengelolaan 

sampah, dan sekarang masyarakat sudah sadar terhadap pengelolaan 

sampah, tinggal bungkus sampah dirumahnya masing-masing dan 

setiap hari sampahnya saya pungut, dan di dusun timur bagian saya 

mbak.”
65

 

 

Dari hasil wawancara diatas Bapak Iman selaku Kepala Dusun 

Wilayah Timur juga sebagai pelaksana serta Penanggung jawab 

pemungutan sampah di Dusun Timur merasakan dampak kemanfaatan dari 

adanya program sapo sadhisa. Dari pernyataan Bapak Iman peneliti 

simpulkan bahwa program sapo sadhisa yang merupakan inovasi pelayanan 

pengelolaan sampah telah sesuai dengan tujuan dan amanat Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa 

pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan khususnya 

dibidang pengelolaan sampah. maka dari itu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkian pelayanan publik 

kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dirasa telah terwujud. Jadi pelaksanaan 
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Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah telah 

berimplikasi kepada masyarakat yang ada di Situbonbo. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara 

kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap dari 

lapangan. Dalam artian bahwa di dalam pembahasan temuan merupakan hasil 

dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi 

wawancara, dan dokumentasi dilapangan yang dikaji dengan teori yang ada 

dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang 

ada pada penelitian ini.
66

  

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang teratur, tertib, dan 

menyeluruh sehingga perlu dilakukan dengan konsisten. Dalam tahap proses 

pengelolaan sampah terdiri dari penanganan dan pengurangan sampah 

dimana memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta kualitas 

lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian 

hukum dan tanggung jawab dari pemerintah, namun pastisipasi masyarakat 

tetap harus ikut andil dalam penerapan sebuah produk hukum. Untuk 

mengetetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 
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Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dilakukan analisis dengan 

menggunakan teori Edward III diantaranya yaitu: 

a. Aspek Komunikasi 

Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila para pembuat 

keputusan mengetahui atas apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga 

setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 

dikomunikasikan/ditransmisikan kepada bagian personal yang tepat, serta 

kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. 

Berdasarkan proses observasi dan wawancara, Kepala Dinas dalam 

penelitian ini diwakilkan oleh sekertartis dinas menilai bahwa Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan acuan dasar dalam pengelolaan 

sampah. Dalam hal ini dipastikan implementator telah memahami 

maksud dan tujuan dari perumusan peraturan daerah tersebut.  

Dalam proses implementasi, perlu adanya partisipasi masyarakat 

untuk mencapai suatu yang diinginkan. Pada program sapo sadhisa ini 

merupakan program/kegiatan yang dirumuskan melalui kebijakan dan 

strategi daerah dalam penangan dan pengurangan masalah sampah. 

adapun pada program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dintaranya pembuatan produk hukum, sosialisasi tentang pengelolaan 

sampah, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta 

diadakannya pelatihan pemanfaatan barang bekas/3R. Ditinjau dari aspek 

komunikasi implementasi Perda dirasa sudah berhasil, karena 

implementator memahami sepenuhnya permasalahan pengelolaan 
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sampah dengan telah dilaksanakannya beberapa program terkait 

kebijakan penguranagn dan penanganan masalah sampah. Dalam Aspek 

Komunikasi ini, hal yang paling penting adalah masyarakat desa yang 

lebih mengetahui kondisi di desanya, diharapkan berperan aktif dalam 

hal pemberian usul, saran kepada pemerintah daerah, serta pemberian 

saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.  

b. Aspek Sumber daya 

Ditinjau dari aspek sumberdaya, dengan adanya petugas 

kebersihan, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang 

di buat oleh pemerintah daerah maka dalam hal ini dirasa sumberdaya 

yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Situbondo cukup baik. 

Berdasarkan pada proses wawancara kepada pemerintah desa asembagus 

yang dalam penelitian ini merupakan desa yang telah menerapkan 

program sapo sadhisa. Pada proses pelaksanaan program sapo sadhisa 

dirasa sumberdaya yang ada, baik itu berupa sumberdaya manusia dan 

sumber daya alat dengan melihat sarana pengelolaan sampah yang ada di 

desa tersebut sudah memadai, dapat dipastikan bahwa sumberdaya alat 

sudah tepenuhi, namun melihat sarana yang ada seperti TPS yang 

tersedia belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, reuse, dan recycle), 

sehingga penghasil sampah belum juga menerapkan prinsip 3R tersebut, 

sehingga sampah yang dihasilkan masih menjadi kesatuan/ tercampur. 

Disisi lain, walaupun telah menerapkan program sapo sadhisa dan telah 

diupayakan untuk dilakukannya sosialisai berkala tentang pengelolaan 
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sampah, jika masih terdapat masyarakat yang enggan melakukan 

pengelolaan sampah maka pembuangan sampah sembarangan pun masih 

saja terjadi. Untuk itu bisa dilihat bahwa sumber daya manusia dirasa 

masih lemah, karena pengelolaan sampah melibatkan banyak orang dan 

perilaku dari setiap individu yang berbeda.   

c. Aspek Disposisi 

Pengetahuan Kepala Dinas dan Staff Dinas lingkungan hidup 

sebagai implementator utama dari kebijakan pengelolaan sampah di 

Kabupaten Situbondo menjadi hal yang penting mengingat keberhasilan 

berjalannya produk kebijakan ini terletak pada pemahaman Kepala Dinas 

dan staffnya serta sikap yang dimiliki dalam menyikapi adanya aturan 

tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Dan dilapangan, 

Kepala Dinas Kooperatif dan sinergis dengan apa yang diharapkan oleh 

pemerintah daerah baik eksekutif  maupaun legislatif, Kepala Dinas juga 

memahami bahwa adanya peraturan daerah ini mampu menjadikan 

pengelolaan sampah yang lebih baik. 

Dengan adanya inovasi program pengelolaan sampah berupa sapo 

sadhisa, sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dirasa cukup baik, 

karena selain mengetahui apa yang harus dilakukan, pelaksana juga 

sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pada 

prakteknya program tersebut masih berjalan sampai saat ini, dan itu perlu 

di apresiasi.         
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d. Aspek Birokrasi 

Keberhasilan imlementasi juga diukur dari sturktur birokrasi yang 

baik, karena percuma ketika sumberdaya memadai, dan para pelaksana 

kebijakan mengetahui tugasnya, serta adanya keinginan untuk 

menjalankan kebijakan namum birokrasi yang ada belum terstruktur 

dengan baik hasilnya akan nihil. 

Sruktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup telah terstruktur dengan 

baik. Dilihat dari koordinator wilayah kecamatan yang dalam hal ini Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di Kecamatan dibawahi 

langsung oleh Kepala Dinas, maka dalam proses pelaksanaan kebijakan 

dalam urusan persampahan kepala dinas dapat memantau langsung 

bagaimana kinerja pegawai UPTD yang bekerja sebagai lapangan. 

Artinya disini, sistem birokrasi sudah layak untuk dirasa telah 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah. bisa dilihat dari program sapo sadhisa bahwa 

koordinator wilayah yang dalam hal ini berupa pemerintah kecamatan 

merupakan UPTD yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, sehingga 

pelaksanaan program tersebut terawasi langsung oleh Kepala Dinas.   

2. Implikasi Pelaksanaan Program Sapo Sadhisa Terhadap Penanganan 

Masalah Sampah Di Kabupaten Situbondo  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan 

peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi dan dirasakan 

dampaknya oleh masyarakat. Masyarakat sebagai Instrumen paling utama 
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dalam tegaknya hukum, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. 

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui program sapo sadhisa 

pemerintah kabupaten Situbondo telah melaksanakan kewajibannya dengan 

memberikan pelayanan yang baik terhadap pengelolaan sampah. 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa pemerintah 

wajib memberikan pelayanan publik berupa pengelolaan supaya setiap 

orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dengan 

terimplikasinya program pengelolaan sampah berupa sapo sadhisa yang 

melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, maka pemerintah daerah telah 

memberikan pelayanan pengelolaan sampah secara luas sehingga mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan adanya program ini banyak 

memberikan manfaat, seperti memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengalolaan sampah yang 

baik, dan masyarakat mengerti bahwa sebagai penghasil sampah kita harus 

memiliki kesadaran penuh terhadap kebersihan lingkungan.  

Kebijakan inovasi program ini dapat dijadikan pijakan dan referensi 

bagi daerah lain untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah yang 

sesuai dengan tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa 

pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan umum khususnya 

dalam bidang pengelolaan sampah.. 
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BAB V 

 PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ini 

peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:  

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Situbondo telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan teori Edward III, 

berjalan atau tidaknya suatu implementasi dilihat dari empat aspek yaitu 

Aspek komunikasi,  dalam aspek ini, implementator (Dinas 

Lingkungan Hidup) memahami perihal tujuan dari peraturan daerah ini. 

Dilihat dari implementator telah mempersiapkanatau melaksanakan 

berbagai upaya dan pelaksanaan kegiatan/program, dan juga melakukan 

sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut 

berpartisipasi menangani pernasalahan sampah.  

Aspek Sumber Daya, pada aspek sumberdaya dilihat dari sumber 

daya manusia dan sumberdaya alat, dirasa sudah cuckup memadai, 

walaupun sumberdaya alat yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang 

program pengelolaan sampah. Sumber daya manusia juga aspek penting 

sebagai pelaksana/pelaku dalam pengelolaan sampah. untuk meningkatkan 

sumber daya manusia perlu diadakannya sosialisai yang lebih giat kepada 

seluruh lapisan masyarakat.  
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Aspek Disposisi, para pemangku kebijakan dalam hal ini kepala 

dinas memiliki konsep dalam mengatur jalannya alur komando, sehingga 

proses pelaksanaannya dapat terimplementasikan dengan baik. Dilihat 

sudah berbagai wilayah desa telah menerapkan program sapo sadhisa 

tersebut, itu artinya sikap yang dimiliki oleh implementator dirasa telah 

sangat baik, bukti dari kerja keras yang telah dilakukan, agar pelayanan 

pengelolaan sampah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.   

Kemudian aspek birokrasi, aspek birokrasi yang dimiliki oleh oleh 

DLH sudah baik, dilihat dari adanya struktur organinasi yang terorganisir 

dengan baik sehingga mampu menjalankanfungsi dengan baik juga, bisa 

dilihat juga bahwa pemerintah daerah kabupaten Situbondo telah meraih 

penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil dalam menjaga kebersihan 

kota, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, maka dapat dipastikan 

struktur birokrasi yang ada mampu bekerjasama dengan baik.  

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 telah berimplikasi 

terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten 

Situbondo, hal ini terbukti dengan adanya program sapo sadhisa sebagai 

upaya pelayanan pengelolaan sampah tingkat desa, mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat yang sebelumnya acuh terhadap pengelolaan 

sampah saat ini sudah dapat menjadikan masyarakat ikut andil serta 

berperan aktif dalam pengelolaan sampah, implikasi dari adanya program 

sapo sadhisa ini juga dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat terhadap 

pemanfaatan sampah yang ternyata masih bisa di jadiikan nilai ekonomis. 
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B. SARAN 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Situbondo 

Diharapkan pemerintah Kabupaten Situbondo agar memberikan sosialisasi 

secara merata kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada stakeholder 

yang ada di tingkat kecamatan dan desa untuk memberikan kesadaran 

terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Sebagaimana nantinya selaras 

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan amanat 

bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan 

sampah, dan juga nantinya wilayah Kabupaten Situbondo dapat berjalan 

selaras dengan visi Kabupaten Situbondo yaitu mewujudkan masyarakat 

Situbondo yang Berakhlah, Sejahtera, Adil dan Berdaya. 

2. Bagi masyarakat dan peneliti 

Diharapkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungannya, dengan 

melakukan pengelolaan sampah yang baik, dengan ikut serta berperan aktif 

dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga kebijakan yang dibuat 

pemerintah dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Kepada 

masyarakat juga diharapkan berperan serta aktif dalam pemberian usul, dan 

saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam persampahan.    
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